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Book Review

NU Studies: Sebuah Upaya
Meneguhkan Posisi Penulisnya

Mujiburrahman

Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan
Fundamentalisme Neo-Liberal (Jakarta: Erlangga, 2006), 510 halaman + xxi.

Abstract: In the 1980s, Nahdlatul Ulama (NU), which claims the largest
number of followers any mass organization in Indonesia, decided to leave
the political arena and return to becoming a purely social and religious
organization. This important decision is referred to as “The Return to the
Plans of 1926", that is, a return to the goals and objectives for which the
organization was originally established in 1926. Since the early 1980s,
NU’s ideology developed to become more dynamic and open to ideas that
originate from outside the country. This book, NU Studies: Pergolakan
Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Lib-
eral, looks at this dynamism, particularly amongst the younger generation
of NU members.

Although this book is entitled NU Studies, which gives one the impres-
sion that it constitutes an academic study about the ideological develop-
ments within NU, it is in fact more so an effort on the part of the author
to advocate and strengthen his own position and opinions against those
who hold opposing ideas, be they within NU or outside of the organiza-
tion. As a result of this aim, it’s not surprising that many contradictions
and inconsistencies have made their way into the book. This is mainly
because the author has employed a strategy of rejecting ideas from his oppo-
sition, often without basis, whilst promoting his own views which he con-
siders to be appropriate with the ideology of Ahlussunnah Waljamaah as
held by NU. In summary, the author tries to discredit the opinions of a
wide array of academics and scholars who have studied NU, including
researchers from the West who have orientalist tendencies, modernist Mus-
lims (namely the likes of Nurcholish Madjid and those who follow his line
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of thinking), figures from Jaringan Islam Liberal (the Liberal Islam Net-
work, or JIL), and Masdar F. Mas udi (a well-known intellectual in NU
circles). In criticising the views of others, the author provides no evidence
or argument whatsoever regarding just how exactly his study is any better
than studies carried out by researchers from outside of NU. What's ironic
is that he often makes reference to studies carried out by non-NU academ-
ics, drawing on them as authoritative sources.

Further to his criticism of the those outlined above, in particular the
Western scholars, the author looks at other views regarding NU, namely
how the organization is viewed by its own members, whereby NU has
become a subject of discussion by its own rather than an object of discus-
sion by outside parties.

The author attacks the ideas of JIL, which has gained widespread sup-
port amongst the younger generation of NU. In this regards, the author
tends to rely on the arguments of NU scholars as opposed to examining
criticism and views from other less biased academics outside the organiza-
tion. The author is highly critical of JIL because of the widely-held percep-
tion that the movement receives financial assistance from America and
further because of its pro-liberalist economic views. However, in another
respect, his views are in line with JIL. This is none the more evident than
in regards to the issue of the separation of religion and the state. This
sharing of views is not, though, acknowledged by the author. Instead he
simply makes reference to the views of the NU scholar and former presi-
dent, Abdurrahman Wahid, insisting that this separation of religion and
the state is part of NU ideology. Interestingly, throughout its long histo-
ry NU has been known to have fought for the concept of the Islamic state
and/or the Jakarta Charter; this fact, however, is not touched upon by the
author.

Finally, the author turns the focus of his criticism to two intellectuals,
Nurcholish Madjid and Masdar F. Mas’udi. Because both scholars are
proponents of the unity of religion and the state, and both hold essentialist
views of Islam, the author insists that their ideas must be rejected. For
him, ideas which are appropriate are those of Abdurahman Wahid, who
differentiates between the roles of religion and the state, and further does
not maintain an essentialist approach in his outlook on Islam, as evident
from his ideas on the indigenization of Islam in Indonesia. What's of inter-
est here is that the ideas of these three scholars shows many similarities,
namely because they all reject the idea of an Islamic state. The author of
this book, however, neglects these similarities, simply because his aim is
purely to show “differences’ in order to promote his own views.
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Mujiburrahman

Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan
Fundamentalisme Neo-Liberal (Jakarta: Erlangga, 2006), 510 halaman + xxi.
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etika pertama kali melihat judul buku karya Ahmad Baso:
K NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam

dan Fundamentalisme Neo-Liberal, saya membayangkan bahwa
buku ini akan membahas perkembangan dan dinamika pemikiran
tokoh-tokoh NU dan/atau rumusan-rumusan pemikiran yang telah
ditetapkan oleh NU sebagai organisasi. Tetapi ketika saya mulai
membaca buku ini dan membolak-balik halaman demi halaman,
bayangan itu menjadi pudar sama sekali. Yang saya temukan bukannya
suatu analisis tentang perkembangan dan dinamika pemikiran di
dalam NU, melainkan serpihan-serpihan pemikiran Ahmad Baso
sendiri yang satu sama lain tidak koheren bahkan kadang
menunjukkan ambiguitas dan kontradiksi. Di sisi lain, buku ini
ternyata berhasil mendapatkan perhatian yang luas dari berbagai
kalangan. Sejak diterbitkan tahun 2006 lalu, buku ini telah didiskusikan
di banyak tempat di Indonesia dengan menghadirkan penulisnya
sebagai pembicara.

Mengapa buku ini berhasil mendapatkan perhatian publik yang
cukup luas? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mungkin pertanyaan
penting yang lebih dulu perlu dijawab adalah: bagaimana kiranya
“pembacaan yang pas” terhadap buku ini? Saya kira buku ini lebih
tepat dilihat bukan sebagai sebuah kajian tentang NU, melainkan
sebagai suatu ‘data’ atau ‘fenomena’ di lingkungan NU yang perlu
dianalisis lebih lanjut. Sebagai seorang anak muda yang pergi ke
Jakarta di tahun 1990 dan kemudian aktif di PMII serta bergabung
dalam forum-forum diskusi anak muda NU, termasuk di antaranya
forum ‘Kajian 164, Ahmad Baso tentu sangat dipengaruhi oleh
pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan NU setelah ide
‘kembali ke khittah 1926 digulirkan pada awal tahun 1980-an. Seperti
telah ditunjukkan oleh banyak literatur tentang NU, sejak ide kembali
ke khittah itu diputuskan di Muktamar Situbondo 1984 dan
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Ketua Tanfidziyyah,
perkembangan pemikiran di kalangan NU berkembang pesat dan
dinamis. Dengan dukungan dan perlindungan dari Gus Dur, anak-
anak muda NU semakin tekun dan berani membaca dan menyerap
ide-ide yang datang dari luar. Ahmad Baso adalah salah seorang di
antara mereka, dan ia tumbuh dan berkembang sebagai intelektual
muda di tengah-tengah kehidupan keras kota Jakarta.

Perkawanan di antara sesama aktifis muda NU tentu telah banyak
membantu Baso untuk bisa survive di Jakarta. Namun nampaknya
perkawanan itu lambat laun berujung pada persaingan. Buku ini lebih
tepat dilihat sebagai wujud dari “kontes wacana” yang terjadi di
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antara anak-anak muda NU sendiri, dan dalam batas tertentu, juga
antara mereka dengan kalangan Muslim modernis. Ahmad Baso
merupakan salah seorang peserta kontes tersebut, dan melalui buku
ini ia mencoba meneguhkan posisi dirinya dalam kerangka. Peneguhan
posisi diri ini dilakukan Baso melalui dua strategi diskursif yaitu: (1)
berusaha menjustifikasi pemikiran-pemikirannya sendiri sebagai yang
“betul-betul NU” sambil menghantam para pesaingnya di lingkungan
NU; dan (2) menegaskan garis pembeda antara pemikiran NU—yang
diwakili terutama oleh Gus Dur dan diikuti oleh Baso—dengan
pemikiran lain yang ada di lingkungan NU dan di luar NU.

Klaim Otentisitas: Tulisan Baso adalah Tulisan NU?

Di buku ini banyak sekali pernyataan yang menunjukkan klaim
penulisnya bahwa yang tertera di dalamnya adalah ‘tulisan NU".
Bahkan hal ini dapat kita temukan tanpa harus berpayah-payah
membaca isi buku, cukup daftar isinya saja. Dalam bagian landasan
metodologis misalnya, Baso memberi judul bab 2 hingga 6 dengan
“NU Menulis Balik” atau “NU Menulis Ulang” mengenai figh sebagai
perlawanan, doktrin ahlussunnah wal-jamaabh, figh siyasah dan ushul
figh. Kemudian pada bagian praksis bab 11, kita juga temukan judul
“NU Menulis Jihad dan Terorisme”.

Apa alasan yang dikemukakan Baso untuk ungkapan “NU
Menulis” itu? Menurutnya, NU selama ini diposisikan sebagai obyek
atau maful yang dibaca dan dikaji, bukan sebagai subyek atau fa'il
yang membaca dirinya sendiri. Jadi, “NU Menulis” berarti bahwa
NU mengemukakan dirinya sebagai subyek. Kemudian argumen ini
diteruskan oleh Baso bahwa NU selama ini banyak ditulis sebagai
obyek kajian ilmiah oleh orang-orang asing. Mengomentari sebuah
buku kumpulan tulisan orang-orang asing tentang NU!, Baso
mengatakan bahwa buku itu “menunjukkan bagaimana NU ibarat
batu nisan atau prasasti tempat para ahli NU ‘bule’ menuliskan memori
dan otoritasnya sebagai tuan dan majikan” (h.5). Ini kemudian
dikaitkan oleh Baso dengan kajian-kajian orientalisme yang dikritik
oleh Edward W. Said sebagai wujud nyata dari imperalisme Barat
terhadap Timur. Dengan kata lain, orang NU harus menyadari tentang
adanya politik representasi di balik kajian-kajian orang Barat terhadap
Islam, termasuk NU. Baso nampaknya sangat terobsesi dengan Said
sehingga secara hiperbolik ia mengatakan bahwa Said “sudah melahap
habis segenap khazanah peradaban dan kebudayaan AS”, tetapi ia
“membuat orang-orang Barat jengkel dan gusar.. karena ia bersuara

lain” (h.6).
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Pentingnya NU sebagai subyek bukan hanya dalam kaitannya
dengan para peneliti asing, melainkan juga terhadap orang-orang
Indonesia sendiri yang sinis terhadap NU. Mereka ini adalah kaum
Muslim modernis dan kelompok Islam liberal. Berkaitan dengan kaum
Muslim modernis, Baso bertanya: “Mengapa, misalnya, kelompok
cendekiawan yang tergabung dalam ICMI...yang dekat dengan rezim
Orde Baru, menyebut diri mereka bereksperimen demokrasi dalam
Islam Indonesia, sementara NU yang (di)dekat(i) rezim yang sama
dianggap bermental kawulo dan merugikan demokrasi Indonesia?”
(h.8). Sementara itu, Baso juga menolak pandangan yang mengatakan
bahwa menangnya Hasyim Muzadi dalam Muktamar Solo yang lalu
dan ditolaknya Islam liberal serta hermeneutika oleh NU sebagai
wujud dari gagalnya kalangan progresif dalam NU.

Buku NU Studies ini, kata Baso, berupaya untuk menepis
pandangan dari luar terhadap NU. Lebih dari itu, NU Studies terbebas
dari duit Amerika (yakni duit dari The Asia Foundation dan Ford
Foundation) yang selama ini mendanai LSM-LSM di Indonesia,
termasuk tentu saja Jaringan Islam Liberal (JIL). Dalam hal ini, dengan
penuh percaya diri, Baso mengatakan bahwa:

NU Studies hadir mengomunikasikan warna-warni kehidupan
dalam memandang agama, realitas politik, ekonomi dan kebangsaan.
Ia membuka ruang dialog dan diskursus rasional, dan bukan
fundamentalisme, pekikan, getar atau ancaman. Ia mengajak tapi tidak
memaksa. Mendakwah tapi tidak menggurui. Memberi peringatan
tapi tidak menakut-nakuti. NU Studies adalah sesuatu yang berakar
dalam cara beragama mayoritas umat Islam Indonesia. Ia ibarat bibit
unggul yang mengakarkan Islam dari ‘agama kapital’, ‘agama Saudi’
atau ‘agama Washington’ (mirip apel Washington!) menjadi agama
yang membumi, yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi
dan politik yang keras yang dihadapi oleh rakyat Indonesia sehari-
hari.. Kekuatan NU Studies bukanlah pada liberalismenya tapi pada
kritik sosialnya. Lembut tapi menggetarkan. Damai tapi memberi
kekuatan. Ia membebaskan, bukan menaklukkan. Menebar kedamain
bukan kekerasan. Menanam bibit unggul yang harum dan lembut,
dan bukan pohon kaktus. Itulah yang ditunjukkan dalam tradisi
Asy’ari, dalam tradisi Aswaja pesantren hingga menjadi NU sejak
didirikan pada 1926 (h.xiv-xv).

Ketika membaca kalimat-kalimat diatas, orang mungkin akan
langsung berkata dalam hati: “Wow, begitu hebatkah buku ini?” Saya
jarang sekali menemukan sebuah mukadimah buku yang memuji diri
sendiri seperti ini. Jika kalimat-kalimat indah itu datang dari orang
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lain, maka tentu akan lain ceritanya. Lantas saya bertanya, mengapa
Baso perlu melakukan semua ini? Mengapa dia perlu melakukan—
untuk meminjam istilah yang sering dipakai Baso sendiri— negasi
dan afirmasi? Dia menegasikan yang lain, yakni peneliti asing dan
orang Indonesia yang mengkritik NU, dan kemudian mengafirmasi
NU Studies-nya sebagai yang terbaik. Sekali lagi, mengapa?

Jawaban saya terhadap pertanyaan ini tidak lebih dari bahwa Baso
ingin meneguhkan posisi dirinya dalam kontes wacana yang tengah
terjadi, baik di kalangan NU sendiri ataupun dalam berhadapan
dengan orang luar. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa buku
NU Studies ternyata tidak seindah yang digambarkan oleh Baso dalam
Mukadimah. Kritik Baso terhadap peneliti asing dan orang-orang
Indonesia yang sinis kepada NU (khususnya kalangan liberal yang
tidak suka dengan sikap agak ‘konservatif’ pengurus NU saat ini),
ternyata sama sekali tidak dielaborasi dengan argumen-argumen yang
meyakinkan. Semua itu dilakukannya hanya sekadar untuk mengklaim
bahwa karyanya benar-benar murni “otentik NU".

Membaca kritik Said terhadap orientalisme dan kemudian
menerapkannya terhadap para peneliti asing yang mengkaji NU
sungguh merupakan suatu langkah menarik. Namun, berbeda dengan
Said yang berhasil menunjukkan bukti-bukti tekstual yang sulit
dibantah mengenai bias para Orientalis, Baso ternyata hanya berhenti
dalam retorika semata. Tidak ada sedikitpun bukti yang dikemukakan
Baso bahwa kajian peneliti asing terhadap NU menunjukkan bias-
bias orientalis seperti yang digambarkan Said. Ironisnya, bukannya
mengkritik mereka, Baso justeru merujuk kepada tulisan-tulisan orang
asing itu dalam endnotes-nya (lihat misalnya h.56). Selain itu, bukankah
telah ada kajian-kajian tentang NU yang dibuat oleh orang NU sendiri,
misalnya yang telah ditulis oleh M. Ali Haidar? Kacung Marijan® dan
Zamakhsyari Dhofier!? Seharusnya, kalau Baso konsisten dengan
teorinya tentang keistimewaan orang dalam (insider), maka kajian-
kajian mereka ini perlu dianalisis dan dibandingkan dengan karya-
karya orang asing, dan sejauhmana dapat dibuktikan bahwa kajian
insider cenderung lebih baik. Tapi Baso tidak melakukan itu karena
tujuannya bukan benar-benar ingin menunjukkan kunggulan
metodologisnya, melainkan sekadar meneguhkan posisi dirinya
belaka.

Peneguhan diri dengan retorika “melawan kesarjanaan asing” ini
oleh Baso malah diungkapkan dalam bentuk apologia tentang
‘otentisitas’ dan ‘keistimewaan’ para ulama NU yang tidak pernah
dididik Barat. Ulama-ulama yang dipuji Baso ini adalah mereka yang
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melakukan pembaruan hukum Islam dengan bermadzhab secara
metodologis (manhaji), tidak lagi hanya secara tekstual (gawli). Baso
menulis:

Tokoh-tokohnya pun seluruhnya tidak pernah mengenyam
pendidikan modern ala Barat, dan tidak satupun di antara mereka
yang menjadi murid (apprentice) dari seorang professor atau guru
besar manapun di lingkungan akademik Barat. Ide-ide pembaruan
mereka juga tidak lahir dari paksaan agenda atau desain luar, seperti
agenda “perang melawan teror” atau “Islam moderat-liberal”. Mereka
muncul dalam konteks pergumulan mereka yang intens dengan
realitas sosial di sekitarnya, dan dari dalam tradisi dan kultural mereka
sendiri. Sehingga derap langkah pembaruan mereka dikenal dengan
sebutan “al-tajdid minad dakhil”, tajdid dari dalam (h.37-38).

Tentu saja pernyataan Baso di atas bisa ditafsirkan macam-macam.
Ia bisa dibaca sebagai apologia terhadap para pemikir di kalangan
modernis yang dikenal kebanyakan jebolan Amerika (seperti
Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Syafi'i Maarif), sementara tokoh
pembaru NU, seperti Abdurrahman Wahid, Sahal Mahfuzh dan lain-
lain, tidak. Bisa juga ditafsirkan bahwa kata “mereka” dalam
pernyataan Baso di atas dapat diganti dengan kata “saya”, yakni Baso
sendiri. Kedua tafsir ini bisa saja sama-sama benar, dan keduanya
memberikan peneguhan kepada Baso sebagai penulis NU Studies
“yang bebas dari agenda atau desain dari luar”, dan berlawanan
dengan “Islam liberal”. Kenyataan bahwa Baso sendiri memuji
pemikiran tokoh NU yang jebolan Amerika seperti A.S. Hikam, itu
soal lain. Demikian juga perkara Baso begitu banyak mengutip teori-
teori Barat yang dikemukakan Edward Said, José Casanova, Michel
Foucault dan sebagainya, itu soal lain. Disini yang menjadi soal bukan
konsistensi, melainkan retorika peneguhan diri!

Peneguhan akan otentisitas pandangannya sendiri semakin jelas
ditunjukkan Baso ketika ia ingin menjustifikasi ideologi sekularisasi
dan pribumisasi Abdurrahman Wahid:

Bila kita sepakat dengan ideologi “sekularisasi” dan “pribumisasi” Abdurrahman
Wahid untuk masa depan demokrasi di Indonesia, maka titik tolaknya terlebih
dahulu haruslah dari dalam tradisi Islam sendiri, dan bukan dari luar seperti dari
Barat. Dan itu berarti, jalurnya adalah melalui tokoh-tokoh pemikir Islam klasik
seperti Ibnu Rusyd, dan juga Muhammad Abed al-Jabiri, Muhammed Arkoun dan
Nashr Hamid Abu Zaid (h.302).

Pernyataan bahwa titik tolak pemikiran tentang sekularisasi dan
pribumisasi harus dari dalam tradisi Islam, bukan dari Barat, jelas
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retorika belaka. Bukankah istilah ‘sekularisasi’ sendiri adalah istilah
Barat? Bahkan istilah ‘pribumisasi’ pun nampaknya dipengaruhi oleh
pengamatan Gus Dur terhadap orang luar, yakni Kristen dan Hindu.®
Apalagi tokoh semacam Ibnu Rusyd yang jelasjelas Aristotelian, al-
Jabiri yang bangga dengan “Islam di wilayah Barat” yang katanya
rasional (Aristotelian), Muhammad Arkoun yang mengharuskan
penggunaan teori-teori antropologi Barat untuk menelaah Islam, dan
Nashr Hamid Abu Zayd yang menggunakan hermenetika dalam
mengkaji Islam, padahal hermenetika sudah ditolak NU!? Sebenarnya
tokoh-tokoh ini adalah idola Baso sendiri, dan dia mengklaim
otentisitas mereka untuk meneguhkan otentisitas dirinya belaka.
Bahwa dalam kenyataan justeru kontradiktif, itu soal lain.

Selain apologia terhadap kesarjanaan Barat, kritik Baso terhadap
Islam liberal juga lebih banyak bermakna peneguhan diri agar ia
dianggap tidak seperti mereka. Kenyataannya, penolakan Baso
terhadap Islam liberal hanya sebagian, sementara sebagian lainnya
malah dipujanya sebagai sejalan dengan ideologi NU. Seperti telah
disinggung diatas, yang ditolak Baso dari Islam liberal adalah
‘ketidakmurniannya’ disebabkan oleh pengaruh Barat, atau lebih
khusus Amerika yang mendanai mereka. Akibatnya, sikap Islam liberal
cenderung mengabdi kepada kepentingan Amerika. Para aktifis LSM
yang menerima duit Amerika itu kebanyakan berasal dari kampung
dengan latar belakang sosial ekonomi yang lemah. Duit Amerika yang
didapatkan melalui kegiatan-kegiatan LSM itu, kata Baso, ternyata
membantu para aktifis tersebut untuk bisa “menikmati kebebasan”
di kota Jakarta. Mereka tentu khawatir kalau nanti duit tak didapat
lagi, maka mereka harus pulang kampung dan “kembali ke zaman
‘pra-sejarah’” (h. xiv). Bukti nyata dukungan Islam liberal pada
kepentingan Amerika, kata Baso, adalah dukungan para aktifisnya
terhadap kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyuno
menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan
liberalisasi ekonomi. Singkatnya, Islam liberal adalah kaki tangan
Barat, seperti diuraikan Baso:

Dengan demikian, Islam liberal, mulai diperkenalkan oleh C.
Snouck Hurgronje hingga Amerika kini kepada umat Islam Indonesia,
mengukuhkan satu bentuk baru sebuah tradisi keislaman yang
menempatkan orang-orang Islam sebagai kuli, dan bukan sebagai
master di rumah sendiri. Mereka digerakkan oleh desain pengetahuan
dan kuasa yang ada di seberang sana, dan bukan oleh kehendak dari
“pemilik rumah sendiri”. Maka, wajar kemudian, karena alasan seperti
ini, kalau dalam Muktamarnya beberapa waktu lalu, NU menolak
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Islam liberal. Karena NU ingin menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Sebagai fa'il, bukan sebagai maful (h. 412).

Saya sendiri tidak keberatan dengan kritik Baso terhadap Islam
liberal diatas (yang didanai Amerika dan pro-liberalisasi ekonomi),
meskipun pernyataan bahwa mereka adalah “kuli Amerika” terasa
terlalu keras. Yang menjadi pertanyaan penting disini bukan tepat
tidaknya kritik Baso, melainkan soal mengapa ia mengkritik mereka?
Meskipun Baso tidak termasuk tokoh JIL seperti Ulil Abshar Abdalla,
yang notabene teman Baso sendiri sejak kuliah di Lembaga Ilmu
Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), bukankah Baso juga aktif di
beberapa LSM yang juga dapat duit dari Amerika? Bukankah
pengalaman orang-orang yang disebut Baso menikmati kebebasan
di Jakarta karena adanya duit Amerika sedikit banyak juga
merupakan pengalaman Baso sendiri? Mungkin saja Baso sekarang
mengalami konversi alias pertobatan. Tetapi anggapan konversi ini
sulit dipertahankan karena Baso sendiri, seperti yang akan kita lihat,
justeru menegaskan pandangan sekuler tentang hubungan agama dan
negara, suatu pandangan yang benar-benar sejalan dengan Islam
liberal. Maka saya menilai, kritik Baso terhadap Islam liberal tidak
lebih dari retorika peneguhan diri agar dia diterima di kalangan yang
berpengaruh di NU saat ini. Inilah alasan mengapa ia memuji Mukta-
mar NU yang menolak Islam liberal.

Peneguhan diri itu juga nampak kalau kita memperhatikan
kandungan bab-bab yang berjudul ‘NU Menulis” dari buku ini. Dalam
pikiran saya semula, ketika judul “NU Menulis’ ditaruh, maka kita akan
disuguhkan pada perkembangan dan dinamika pemikiran dalam tubuh
NU mengenai isu-isu tertentu. Namun, setelah saya baca, ternyata isinya
adalah campuran antara berbagai pemikiran tokoh NU yang “dicomot
sana-sini” (meminjam kata-kata Baso), rujukan kepada kitab-kitab klasik
yang dianggap mu'tabarah di kalangan NU, serta kajian-kajian
kontemporer tentang sejarah pemikiran Islam, dengan rujukan utama
pada al-Jabiri. Kritik Baso pada orang lain yang dianggapnya “tidak
bertolak dari semangat rasionalisme dan historisitas” (h. 368), justeru
sangat tepat diarahkan pada dirinya sendiri. Ketika Baso membahas
pandangan figh dan ushul figh dalam NU, pemikiran mengenai
hubungan agama dan negara, pemikiran mengenai doktrin
Ahlussunnah Waljama’ah, kita bukannya disuguhkan tentang bagaimana
semua masalah itu disikapi oleh orang-orang NU sepanjang sejarah
(misalnya dalam kerangka kontinuitas dan perubahan), melainkan
sekadar sajian gado-gado antara pemikiran yang berkembang di NU
dan kajian historis pemikiran Arab Islam yang sudah tersedia dalam
karya-karya orang lain, khususnya al-Jabiri.
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Sebagai ilustrasi mengenai apa yang saya maksudkan dengan tidak
adanya analisis kontinuitas dan perubahan dalam diri NU adalah
mengenai pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Seperti
telah disinggung, Baso setuju dengan ide pemisahan agama dan
negara dengan merujuk kepada pemikiran Abdurrahman Wahid.
Meskipun Baso menyesal mengapa ketika menjabat sebagai presiden,
Gus Dur malah tidak membubarkan Departemen Agama.

Padahal dulu kalangan NU dikenal gencar mengkritik keberadaan
Departemen Agama yang dinilai diskriminatif terhadap agama di
luar Islam dan bahkan menindas agama-agama lokal. Tapi karena
sekarang yang malah menggarap Departemen Agama adalah orang-
orang NU, maka suara-suara pembubaran yang pernah dilontarkan-
nya pun jadi terlupakan (h.181).

Nada kritik Baso ini memang menggugah agar sekularisasi harus
diterapkan oleh Gus Dur secara konsisten. Tetapi yang jadi perhatian
saya disini bukan soal konsistensi, melainkan justeru mengapa
inkonsistensi bisa terjadi. Baso sendiri sudah menemukan jawabannya:
“karena sekarang yang malah menggarap Departemen Agama adalah
orang-orang NU”. Nah, pertanyaannya: bukankah di masa Soekarno
dan tahun-tahun awal kekuasaan Soeharto, Departemen Agama
hampir selalu dibawah kendali NU? Mengapa hal ini tidak dianalisis
oleh Baso? Bukankah ini berarti telah terjadi perubahan dan dinamika
pemikiran dalam NU karena perubahan kondisi politik? Kalau Gus
Dur menganjurkan pemisahan fungsi agama dan negara, maka
sebaliknya, ayah Gus Dur, Wachid Hasjim, justeru adalah orang yang
mengusulkan dalam sidang BPUPK tahun 1945 agar agama resmi
negara adalah Islam, presiden Indonesia harus beragama Islam, dan
tak kalah pentingnya, mengusulkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta:
“kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Adapun perihal peristiwa penting tanggal 18 Agustus 1945 mengenai
pencoretan tujuh kata itu dan penggantiannya dengan “Yang Maha
Esa” masih ada kontroversi apakah Wachid Hasjim hadir atau tidak
dalam lobbying yang diprakarsai Hatta itu.® Lebih dari itu, Wachid
Hasjim adalah juga mantan Menteri Agama. Belum lagi kalau kita
bicara mengenai fakta sejarah bahwa NU hingga akhir 1960-an masih
gencar memperjuangkan Piagam Jakarta.” Poin yang ingin saya katakan
disini adalah bahwa Baso sama sekali tidak menunjukkan analisis
kontinuitas dan perubahan historis yang sangat penting ini. Tujuan
Baso memang nampaknya bukan melihat perkembangan pemikiran
dalam NU yang kadang tidak konsisten, melainkan meneguhkan
pandangannya sendiri.
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Membangun Garis Demarkasi
untuk Peneguhan Diri

Sebagai anak muda yang masuk ke perguruan tinggi di tahun 1990,
Baso tentu tertarik untuk membaca tulisan-tulisan tokoh-tokoh Muslim
pembaru yang semakin disebarkan di ruang publik saat itu. Maklum,
pemikiran mereka yang menolak negara Islam sesuai dengan ideologi
rezim Orde Baru. Tiga di antara tokoh-tokoh pembaru itu: Gus Dur,
Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Masdar F. Mas'udi, ternyata
mendapat perhatian khusus dari Baso sehingga perlu dibahasnya di
buku ini. Sebenarnya, jika Baso konsisten dengan metodologi pos-
kolonialnya, maka pembahasan pemikiran tokoh-tokoh ini jelas tidak
pas karena mereka bukanlah orang-orang pinggiran yang tertindas
dan perlu “dibela”. Bagi Baso, nampaknya tokoh-tokoh tersebut
sangat penting buat peneguhan dirinya. Ini mungkin juga sebabnya
mengapa ia sering memuji ulama NU, tapi tidak pernah mengkritik
feodalisme yang masih ada di antara mereka.

Terlepas dari kerancuan metodologis diatas, yang menarik bagi
sayaadalah sudut pandang Baso dalam menganalisis pemikiran ketiga
tokoh ini, yakni sudut pandang yang mencoba mencari garis
demarkasi, garis pemisah dan pembeda antara Gus Dur di satu pihak,
dan Cak Nur serta Masdar di pihak lain. Kalau Gus Dur dikatakan
berusaha memisahkan fungsi agama dan negara serta tidak mau
berkolaborasi dengan militer yang menguasai negara, maka pemikiran
Cak Nur dan Masdar justeru mempersatukan agama dan negara, dan
keduanya mendukung ICMI yang pro-militer-negara. Untuk menarik
garis demarkasi yang lebih tebal, Baso juga mengatakan bahwa Gus
Dur menekankan pentingnya budaya lokal dalam perkembangan Islam
di Indonesia, sementara Cak Nur justeru menekankan pentingnya
islamisasi budaya lokal dan pemurnian Islam.

Mengapa analisis Baso terhadap ketiga orang pemikir itu saya nilai
sebagai upaya membuat garis pembeda untuk meneguhkan identitas
NU dan identitas Baso sendiri? Sekurang-kurangnya ini ditunjukkan
oleh dua hal: pertama, cara-cara Baso yang “tendensius” dalam
menjelaskan garis pembeda tersebut, dan kedua, pemikiran ketiga
tokoh itu lebih banyak unsur kesamaannya ketimbang perbedaannya.
Unsur-unsur yang sama atau paralel itu seolah tidak penting dan
diabaikan begitu saja oleh Baso.

Watak tendensius dari presentasi pemikiran Cak Nur dapat dilihat
misalnya dalam upaya Baso menunjukkan sesuatu yang dalam memori
banyak orang NU memang traumatik, yaitu serangan keras orang-
orang modernis terhadap berbagai praktik keagamaan yang dianggap
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bid’ah dan syirik, atau yang sering disebuat TBC (Takhyul, Bid'ah
dan Churafat). Baso kemudian menemukan alasan kuat untuk
mengungkit masalah ini dari Nurcholish yang memang seringkali
mengutip dan membanggakan tokoh anti-TBC, yakni Ibnu Taimiyah.
Ketika Baso menemukan pernyataan Cak Nur bahwa “jika umat Islam,
khususnya mereka yang merasa menganut atau diilhami oleh pikiran-
pikiran Ibnu Taimiyah, mewarisi dan mengembangkan tradisi
intelektualnya itu, dapat berharap akan banyak ditemukan jalan keluar
dari berbagai kemacetan pemikiran zaman sekarang ini” (h.213), Baso
kemudian berkomentar bahwajika pernyataan itu dibuat kebalikannya
(mafhiym mukhdlafah), maka:

“Kalangan yang tidak menganut atau tidak diilhami oleh pikiran-pikiran Ibnu
Taimiyah tidak bakal mampu menemukan jalan keluar dari berbagai jalan kemacetan
pemikiran zaman sekarang ini.” Dengan kata lain, hanya kalangan Wahhabi-
modernis-reformis yang menganut pemikiran Ibnu Taimiyah-lah yang bakal
“memimpin” umat Islam keluar dari “kemacetan pemikiran zaman ini”. Sedangkan
pihak-pihak yang belum mengenal Ibnu Taimiyah atau malah menentang dan tidak
mengakuinya, seperti kalangan tradisionalis Nahdlatul Ulama, tidak bakal mampu
menyelesaikan persoalan-persoalan zaman. (h.214)

Agar lebih seru lagi, kebanggaan Cak Nur terhadap Ibnu Taimiyah
ini juga dikaitkan dengan appresiasi Fazlur Rahman, guru Cak Nur,
terhadap gerakan Wahhabi:

Pertama-tama, Fazlur Rahman menyebut Wahabi sebagai gerakan
liberal karena membebaskan umat Islam dari perilaku taqlid,
menumbuhkan semangat ijtihad, memperkukuh monoteisme dan
prinsip kebersamaan manusia. Kendati ada sanggahan misalnya yang
mengatakan bahwa gerakan semacam ini fanatik, literalis,
fundamentalis, dan intoleran, namun oleh Fazlur Rahman, gerakan
Wahabi disebut gerakan liberal yang mampu melampaui fase
fanatisme dan intoleransinya, dan melapangkan jalan bagi kaum
Muslim modernis “to overcom the literalism and fundamentalism of the
wahhabis themselves and to allow for the scriptural text itself to be treated and
interpreted on moral liberal lines.” (h.239-40).

Dengan cara ini, maka gambaran Cak Nur sebagai “orang seberang”
yang menjadi “lawan ideologi” NU lengkaplah sudah, dan identitas
NU /Baso diteguhkan.

Namun, benarkah Cak Nur menilai tradisi NU begitu negatif
sehingga tak akan mampu menghadapi tantangan zaman? Saya kira
tidak. Dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 dimana Gus
Dur terpilih sebagai Ketua Tanfidziyyah untuk pertama kalinya, Cak
Nur datang ke arena Muktamar itu dan membuat keterangan pers
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yang isinya antara lain bahwa “Golongan modernis gagal melakukan
pembaharuan karena mereka menolak khazanah intelektual lama tanpa
menciptakan yang baru sehingga terjadi pemiskinan intelektual dalam
Islam dewasa ini.” Sementara NU dianggap mampu mengisi
kekosongan tersebut karena “di Indonesia sekarang muncul gejala
gerakan modernized tradition, yaitu semacam proses modernisasi yang
berpangkal dari kultur dan tradisi setempat.”® Selain bukti tekstual
ini, banyak lagi pernyataan Cak Nur lainnya dalam tulisan-tulisannya
yang terbit tahun 1990-an tentang pentingnya tradisi dan prinsip yang
dipegang NU yaitu: “memelihara yang lama yang baik dan mengambil
yang baru yang lebih baik.”® Karena itu pula, saya cenderung tak
dapat menerima pandangan yang menghadapkan secara diametral
antara pandangan Cak Nur tentang hubungan Islam dan budaya lokal
dengan pandangan Gus Dur mengenai ‘pribumisasi Islam’.

Demikian pula apresiasi Fazlur Rahman pada gerakan Wahabi
sebenarnya juga diiringi dengan kritik yang tajam. Kritik Rahman ini
secara sambil lalu disebut Baso, yaitu bahwa Wahabi itu “fanatik, literalis,
fundamentalis, dan intoleran”. Tetapi ada bagian penting dari kritik
Rahman yang tidak disebut Baso, yaitu kritik atas sikap Wahhabi yang
cenderung anti-intelektualisme. “Mistrust of intellecualism, involving not
only philosophy but also speculative theology, had been endemic to the Hanbali
school, to which Ibn *Abd al-Wahhab and his followers belong.”"* Karena sikap
anti-intelektualisme itulah maka ketika mereka mencoba mereformasi
kurikulum pendidikan tradisional, mereka justeru mencoba
“memurnikannya” dari disiplin-disiplin intelektual abad pertengahan
sehingga yang dipelajari terbatas pada Qur'an dan Hadits saja.
Akibatnya “what resulted was a much greater intellectual starvation than that
of the conservative medieval ulama.”" Di sini kita temukan kembali
pandangan yang sama antara Rahman dan muridnya, Cak Nur,
mengenai pentingnya tradisi ulama abad pertengahan.

Kritik Baso lainnya yang ditujukan kepada Cak Nur dan juga
Masdar adalah bahwa kedua orang ini memiliki konsep yang
‘esensialis’ tentang Islam. Dalam pembahasan di atas secara implisit
saya sudah menunjukkan bahwa sebenarnya apologia Baso bahwa
para ulama NU dan NU Studies yang ditulisnya tebebas dari pengaruh
Barat, dan karena itu berhasil melakukan pembaruan Islam dari dalam,
jelas menyiratkan suatu esensialisasi terhadap pandangan Islam juga.
Artinya, disini Baso percaya pada adanya Islam yang murni dan
otentik, suatu esensi yang asli dan tak terpengaruh oleh unsur-unsur
luar. Padahal ini berarti bahwa Baso telah melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan prinsip metodologis yang digariskannya sendiri,
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yaitu “anti-esensialis” bahkan “anti-kebenaran” (h. 12). Tapi rupanya
sikap anti esensialisasi ini tak perlu diarahkan untuk mengkritik diri
sendiri, melainkan untuk mengkritik orang lain sajal

Baik Cak Nur ataupun Masdar, kedua-duanya percaya kepada
apa yang mungkin tepat disebut “epistemologi fitrah”. Keduanya
percaya bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan hakikat
diri manusia yang primordial, yang azali, sehingga wahyu yang
diturunkan Tuhan (agama Islam) sebenarnya adalah peneguhan
terhadap fitrah yang sudah ada dalam diri manusia itu. Cuma karena
Cak Nur orang HMI dan Masdar orang NU, maka kritik Baso terhadap
konsep yang sebenarnya sama dari dua orang ini muncul dalam
bentuk yang berbeda. Dalam kasus Cak Nur, Baso mengatakan bahwa
esensialisasi itu membawa Cak Nur kepada usaha yang ulet untuk
melakukan “purifikasi Islam” dan “orisinalisasi Islam” (h.237). Ini
artinya, Cak Nur sama dengan Muhammadiyah yang memerangi TBC,
dan karena itu berhadapan dengan tradisi NU. Di sisi lain, pandangan
Masdar dikritik Baso karena keterkungkungannya pada tradisi
pemikiran teologi Sunni Asy’ari (h.366). Padahal di tempat lain dari
buku ini, Baso justeru memuji-muji Asy'ari, karena bagaimanapun
juga dia adalah tokoh Sunni yang diikuti NU (lihat hh. 85-91).

Namun, apakah epistemologi fitrah itu begitu mengungkung
pemikiran orang sehingga ia kaku dan tidak dinamis? Ternyata tidak
juga. Soal ini pernah dikemukakan oleh tokoh NU sendiri, yaitu K.H.
Achmad Siddiq, Rais ‘Am Syuriah NU yang terpilih pada Muktamar
Situbondo 1984. Beliau mengatakan:

Masalah lain yang banyak menyangkut sikap sosial ahlussunnah ialah urusan
budaya atau adat istiadat yang ada (sudah ada atau diadakan) pada suatu
kelompok manusia (bangsa, suku dan lain-lain). Ahlussunnah berpendirian bahwa
agama Islam berwatak fitri, sesuai dengan hati nurani, kemampuan serta kebutuhan
manusia yang wajar, yang masih belum dipengaruhi oleh nafsu. Islam datang tidak
untuk menghapuskan segala yang sudah ada pada manusia dan menolak segala
yang datang dari luar. Hal-hal yang sesuai atau sejalan dengan Islam diteruskan
(diambil) dan dikembangkan. Hal-hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan Islam,
diusahakan penyesuaiannya supaya sejalan dengan Islam. Hal-hal yang netral
(kosong nilai) diisi dengan nilai-nilai Islam, dan hal-hal yang bertentangan atau
tidak mungkin disejalankan dengan Islam, dilarang (dihapus).?

Kritik lainnya yang ditujukan Baso kepada Cak Nur dan Masdar
adalah pandangan keduanya mengenai kesatuan agama dan negara,
meskipun keduanya menolak konsep negara Islam atau Islam sebagai
ideologi negara. Memang, kata Baso, Cak Nur pernah menggulirkan
konsep ‘sekularisasi’, namun yang dimaksud Cak Nur dengan sekularisasi
bukanlah pemisahan agama dan negara, melainkan sikap rasional dalam
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menyikapi hal-hal yang bersifat duniawi. Sasaran kritik sekularisasi Cak
Nur, kata Baso, adalah pandangan yang mengidentikkan partai Islam
dengan Islam itu sendiri. Padahal, partai adalah urusan duniawi yang
sifatnya instrumental, tidak esensial bagi perjuangan Islam. Tetapi Cak
Nur beranggapan bahwa “negara dan agama dalam Islam tidak terpisah,
karena setiap Muslim, dalam melakukan setiap kegiatan, termasuk
kegiatan bernegara dan bermasyarakat, harus selalu berniat dalamrangka
mencapai ridha Allah” (h.280). Pandangan ini kemudian dinilai Baso
sebagai landasan sikap Cak Nur yang mendukung aliansi Islam (ICMI)
dan militer (Orba), dukungannya atas legislasi hukum Islam oleh negara,
serta politik representasi atau proporsional, yaitu karena kaum Muslim
mayoritas, maka mereka harus mendapatkan sharing kekuasaan seimbang
dengan jumlah mereka.

Masdar juga dikritik Baso karena pandangannya yang mencoba
menyatukan Islam dan negara. Bagi Masdar Islam sebagai agama yang
fitri bersifat universal, yang dalam tataran personalnya adalah kepasrahan
diri kepada Tuhan, sedangkan dalam tataran sosialnya adalah komitmen
terhadap nilai-nilai moral bersama, khususnya keadilan. Dalam kaitannya
dengan negara, agama yang universal ini tidak perlu mewujud menjadi
lembaga negara, melainkan tetap berada pada tataran fitri yang
ruhaniyah. Singkatnya, agama (baca: keadilan) harus menjadi ruh bagi
tubuh yang bernama negara. Inilah kemudian yang menggiring Masdar
kepada pandangan yang menyamakan zakat dan pajak, dan
mempercayakan kepada negara untuk mengelolanya demi menegakkan
keadilan sosial. Bagi Baso, pandangan kesatuan agama dan negara ini
dapat menjelaskan mengapa Masdar dulu ikut ICML

Lantas, pandangan siapa yang diikuti Baso mengenai hubungan
agama dan negara ini? Pilihan Baso adalah pemikiran Gus Dur pra-
istana atau sebelum ia mendirikan PKB. Menurut Baso, meskipun Gus
Dur tidak pernah menggunakan term “sekularisasi”, tapi dia justeru
menegaskan makna yang dimaksud term ini ketika ia menyarankan
“pemisahan fungsional antara agama dan negara”. Bagi Gus Dur, agama
jangan sampai “diletakkan dibawah wewenang negara, melainkan
menjadi kesadaran kuat warga negara”. Maka agama diharapkan dapat
menjadi etika sosial yang tertanam kuat dalam masyarakat sipil dan
independen dari negara. Ini artinya, kaum Muslim “berangkat dari
agama” bukan “dengan agama” dalam keterlibatan mereka untuk
memecahkan masalah-masalah bangsa. Bagi Baso, penolakan Gus Dur
pada ICMI, penerimaannya atas kemungkinan non-Muslim jadi
presiden, dan penolakannya atas berbagai upaya “Islamisasi negara”
adalah manifestasi dari pandangan ini.
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Usaha Baso yang mencoba menarik garis demarkasi antara pemikiran
Gus Dur di satu pihak, dan pemikiran Cak Nur dan Masdar di pihak lain
pantas mendapat apresiasi kita. Tetapi seperti telah saya katakan, mereka
bertiga ini sebenarnya juga memiliki pandangan yang sama dan sangat
penting, yaitu penolakan mereka terhadap Islam sebagai ideologi negara
atau negara Islam. Selain itu, mungkin saja Gus Dur “lebih sekuler”
dibanding Cak Nur dan Masdar, tetapi tetap saja semuanya tidak seratus
persen sekuler.” Buktinya adalah bahwa, selain menginginkan agar Islam
menjadi etika sosial, dia juga menegaskan bahwa partikel-partikel Islam
dapat diundangkan melalui proses konsensus (h.287). Ini artinya Gus
Dur tetap memberi ruang bagi kemungkinan legislasi hukum Islam oleh
negara. Nampaknya dia menerima UU Perkawinan dan UU Peradilan
Agama sebagai wujud konsensus nasional itu.

Selain itu, bukankah Gus Dur juga berupaya menjustifikasi
demokrasi, Pancasila dan HAM dengan pemikiran Islam, baik itu
dengan teori-teori ilmu figh klasik atau pemikiran kontemporer? Ini
berarti sama saja dengan yang dilakukan oleh Cak Nur dan Masdar.
Justifikasi keagamaan selalu penting bagi para aktifis Gerakan Islam,
dan ini berarti bahwa pandangan mereka tidak sepenuhnya sekuler.
Selain itu perlu juga dipertanyakan asumsi Baso bahwa intervensi
negara terhadap agama akan selalu berakibat buruk. Saya meragukan
pandangan ini karena, terlepas dari berbagai kekurangannya,
Departemen Agama jelas telah banyak membantu perkembangan
Islam, dan dalam batas tertentu juga agama-agama lain, di Indonesia.

Kemudian mengenai penyatuan pajak dan zakat, tentu saja pandangan
Masdar ini sangat perlu dipertanyakan. Saya menduga Masdar tergoda
oleh praktik negara-negara maju di Barat yang begitu berhasil mengelola
pajak sehingga mereka dapat memberi tunjangan sosial kepada anak-
anak, orang tua, tuna wisma, hingga para penganggur. Jika hal ini bisa
dilakukan di negeri kita, tentu luar biasa. Tetapi konon sistem
kesejahteraan sosial melalui pajak itu bisa berjalan diantaranya karena
mereka terus mengeksploitasi negara-negara miskin melalui investasi
dan upah buruh yang rendah. Tetapi Baso memberikan komentar atas
pendapat Masdar ini dengan cara yang agak lain:

Masdar F. Mas’udi seringkali bertanya-tanya sambil membolak-balik halaman-
halaman kitab-kitab kuning, apakah ada di kalangan ulama klasik maupun
kontemporer, yang punya pandangan serupa atau mirip dengan pandangannya
sendiri? Pertanyaan semacam ini sering dilontarkan Masdar F. Mas’udi kepada
penulis, terutama bila ada kebutuhan untuk itu, mengingat adanya sejumlah kiai
di daerah-daerah yang menanyakan kepadanya apakah pendapatnya tentang zakat
semacam itu pernah juga dilontarkan dalam kitab-kitab kuning, atau minimal
pernah ditulis oleh seorang ulama yang diakui otoritasnya? (h. 344).
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Saya tidak meragukan kebenaran laporan Baso tentang usaha Masdar
mencari-cari justifikasi idenya di dalam kitab kuning, juga tentang
keberatan para ulama kepadanya. Yang jadi soal disini adalah, mengapa
argumen semacam ini yang dipakai Baso untuk menghantam Masdar?
Mengapa Baso seolah-olah tidak mau tahu bahwa buku Masdar yang
membahas zakat/pajak itu diberi kata pengantar oleh Gus Dur dengan
judul yang nampak jelas memberi dukungan padanya: “Kasus Penafsiran
Ulang yang Tuntas”?"* Saya pikir, sikap Baso ini tidak lain dari usaha
peneguhan dirinya di kalangan NU. Saya juga agak terkejut ketika
Baso menyebut Masdar yang notabene seniornya itu “tengah mengalami
kelelahan” (h.368). Sangat disayangkan, mengapa kritik-kritik Baso
yang cukup berbobot terhadap pemikiran Masdar harus dicampur
dengan bahasa semacam itu?

Penutup

Di atas saya telah menunjukkan bahwa buku ini lebih tepat dilihat
sebagai upaya peneguhan diri penulisnya sebagai seorang peserta
kontes wacana pemikiran Islam di lingkungan NU khususnya, dan di
Indonesia umumnya. Ironisnya, sementara Baso mengklaim bahwa
ia ingin membongkar politik representasi orang-orang luar terhadap
NU, dalam kenyataannya justeru dia sendiri merepresentasikan
lawan-lawannya secara tendensius, sesuatu yang perlu dibongkar oleh
teori Foucault dan Said juga.

Pemikiran Ahmad Baso adalah salah satu, dan bukan satu-satunya,
kecenderungan pemikiran di kalangan aktifis NU. Jika dikontraskan
dengan pemikiran konservatif yang masih bertahan di lingkungan
NU, maka pemikiran Ahmad Baso tentu saja tergolong progresif.
Bahkan jika kita mengikuti tipologi kaum progresif NU yang telah
dibuat Laode Ida, maka pemikiran Baso tergolong progressif
radikalis, yaitu pemikiran kelompok muda NU di perkotaan yang
cenderung anti-kemapanan dan berusaha membangun aliansi strategis
lintas komunitas/agama.’* Cuma nampaknya telah terjadi keretakan
di kalangan progressif radikalis ini karena adanya aliansi baru sebagian
anggotanya dengan kalangan lain di tubuh NU. Ini mengingatkan
saya pada Catatan Harian Ahmad Wahib, salah seorang tokoh HMI di
Yogyakarta yang ikut menggulirkan ide pembaruan Islam di akhir
tahun 1960-an. Pada tanggal 21 Maret 1969, Wahib menulis: “Aku
yakin bahwa Dawam—Djohan—Wahib akan pecah, dan masing-
masing akan menempuh alirannya sendiri-sendiri. Kukira ini lebih

baik.”*
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